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Menimbang
BUPATI MOROWALI,

a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah
satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama memiliki peranan penting dalam sistem
kesehatan nasional, khususnya bagran upaya
kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksebilitas,
kete{angkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta
mensukseskan program jaminan sosial nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik
Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten Morowali
Tahun 2O23.

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 390O) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O00 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966 );
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013
tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Yang Tidak Diminati (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

5. Peraturan Menteri Kesehatal Nomor 65 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13 18);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 1049) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2O16 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dolrter dan Tempat Praktik
Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1422);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanal Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan kawasan terpencil dan
sangat terpencil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 16);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2016 Nomor
ATsl;
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2O16
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KATEGORI
PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH
KERJA PUSKESMAS DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2023.
Menetapkan Kategori Puskesmas Berdasarkan
Karakteristik Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten
Morowali Tahun 2023, Sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun
Anggaran 2023;
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal O!-J?I,^M; 9a91
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NO
!TA,MA

PUS.IITSMAS
I{EPEMILI

KAT{
NOMOR IZIN

NOUOR
REGISTRASI

KATEGORI

LANTULA JAYA
Desa la.antula

Jaya Kec.
Witaponda

Milik
Pemerintah

188.4.45/KEP/
0212.C/ DTNKES

DAl2016
1o70233 Perdesaan

BAHONSUAI
Mitik

Pemerintah

t88.4.45 IKEP /
0212.B/ DINKES

DAl20t6
1(J70232 Perdesaart

3 WOSU
Desa Wosu Kec-

Bungku Barat
Milik

Pemerintah

r88 .4 .4s / r<EP /
0212.A/DTNKES

DAl2016
to7023l Perdesaan

BUNGKU
Ke1. Bungi Kec.
Bungku Tengah

Milik
Pemerintah

r88.4.45 /KEP /
0212.H/ DrNKE

sDA/2016
1O70230 Perdesaan

5 BAHOMOTEFE

Desa
Bahomotefe
Kec. Bungku

Timur

Milik
Pemerintah

188.4.4slKEP/
0212.r/ DTNKES

DAl2Ot6
1070229 Perdesaan

6 BAHODOPI
Desa Keurea

Kec. Bahodopi
Milik

Pemerintah

188.4.45 lt<EP /
0212.G/ DrNKE

sDA/2016
1(J7022A Pedesaan

7 LAFEU
Milik

Pemerintah

188.4.4slKEP/
0212.F/DTNKES

DA/20t6
1o70227 Perdesaan

8 KALEROANG
Desa Kaleroang

Kec. Bungku
Selatan

Milik
Pemerintah

t88 .4 .45 / KEP I
0212.E/DTNKES

DAl2Ot6
to70226

Kepulauan/
Sangat

Terpencil

ULUNAMBO
Kel. Ulunambo

Kec. Menui
Kepulaual

Milik
Pemerintah

188.4.4slKEP/
0212.D/DTNKE

sDA/2016
1o70225

Kepulauan/
Sangat

Terpencil

TANJUNG
HARAPAN

Desa Tanjung
Harapan Kec.

Menui
Kepulauan

Milik
Pemerintah

188.4/Kep.94
SIO.

Puskes/DPM-
PTSP /X/2O2t

to71-364
Kepulauan/

Sangat
Terpencil

11. FONUASINGKO

Desa
Bahomohoni
Kec. Bungku

Tengah

Milik
Pemerintah

188.4/Kep.043
SIO-

Puskes/DPM-
PTSP lXl2021

to7 t37 t

o

NIP. 19820602 200604 1 005

1.

2.

l-

9.

Perkotaan I

I

10.

AIII.UAT

I oesa earilangke
] Kec. Br.mi Raya
I

Desa lafeu Kec.
Bungku Pesisir


